BAB  I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Bengkalis pasca pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada posisi antara 0000 55´19” – 0200 11’ 37” Lintang Utara dan 10000 58’ 03” – 10200 34’ 25” Bujur Timur. Secara geografis, lokasi Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, dengan batas wilayah administrasi daerah sebagai berikut :

· Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

· Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak 
· Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
· Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti 

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis pasca pemekaran yang semula adalah 11.481,77 Km²  menjadi 7.773,93 Km2 yang terbagi dalam 8 kecamatan yaitu; Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Pinggir, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat, dan Rupat Utara. 

Pada umumnya Kabupaten Bengkalis beriklim tropis dengan rata-rata temperatur setiap tahun antara 26ºC - 32ºC. Curah hujan rata-rata setiap tahun antara 651,0 – 1.092,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 25 – 63 hari/tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Februari – Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September – Januari.

Berdasarkan data kependudukan Tahun 2008, penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 747.797 jiwa atau naik ± 1,19 % dari Tahun 2007, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 385.485 jiwa dan jenis kelamin perempuan 362.312 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau (256.108 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rupat Utara (13.342 jiwa). Dengan demikian kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) rata-rata sebesar 65,13 jiwa/km².
Pada Tahun 2008 struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia 
0 - 4  tahun sebanyak 78.999  jiwa, usia 10 -14 tahun  73.746 jiwa,  usia 5 - 9 tahun 72.622 jiwa, dan usia 25 - 29 tahun 70.211 jiwa. Persentase ini semakin menurun seiring bertambahnya usia yakni kelompok terendah adalah usia >75 tahun 6.290 jiwa.
Konsistensi dan koherensi terhadap perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan aspek yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan prioritas program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam KUA dan PPAS maka disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis  Tahun 2010 adalah pelaksanaan tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2010 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2007 dan merupakan kelanjutan dari pada RKPD Tahun 2009. Sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan, RKPD ini merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kondisi umum dan permasalahan/isu strategis daerah Kabupaten Bengkalis yang sedang dihadapi.


Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk jangka panjang hingga tahun 2020 yang merupakan kristalisasi komitmen seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2001-2005 yakni:

“Menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan dukungan industri yang kuat dan sumberdaya manusia yang unggul, guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan makmur tahun 2020”.  


Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2005-2010 sebagai tahapan ketiga dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis 2020, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis 2005-2010 maka Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang juga menjadi agenda untuk dilaksanakan pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan infrastruktur perkotaan dan pedesaan. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam baik yang ada di daratan maupun di lautan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian dan kesinambungannya.

4. Mengembangkan daerah pantai, pesisir dan pulau-pulau secara terpadu untuk membuka isolasi daerah dan mengembangkan potensi sumber daya 
alamnya melalui pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai.

5. Mengembangkan secara berkelanjutan nilai-nilai agama untuk mewujudkan kehidupan yang tertib dan tenteram di tengah masyarakat dengan dilandasi pengamalan ajaran agama oleh masyarakatnya.
6. Menggali, memelihara, mengaktualisasi dan mengapresiasikan nilai-nilai budaya Melayu guna terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 merupakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ; 
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005 – 2025 ;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2010 ;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang meliputi Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Indikasi pagu pendanaan yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2010. Proses penyusunannya dimulai pada Forum SKPD yang merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis, dan kemudian dilakukan penajaman kembali pada forum Musrenbang Kabupaten, yakni dengan memadukan prioritas program/kegiatan setiap SKPD dengan prioritas/kegiatan yang diusulkan dari kecamatan, maupun dari pemerintah propinsi dan pusat, sesuai dengan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi di daerah maupun secara nasional.    
Adapun maksud dan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai 
berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;  

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
1.4. Sistimatika Penyusunan RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2010 disusun sebagai berikut :
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